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PUTUSAN
Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.AGM
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,

telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxx, tempat tanggal lahir Bengkulu, 06 Juli 1992,
agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bengkulu Tengah,

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxx, tempat tanggal lahir Bengkulu, 09 Mei 1995,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian
Lepas, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya

disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Gugatan Penggugat
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Mei 2024 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor
308/Pdt.G/2024/PA.AGM tanggal 16 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan
pada hari Jum'at, tanggal 11Januari 2019, di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten

Bengkulu Tengah, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan
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Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 11 Januari 2019, pada saat menikah
Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Bengkulu Tengah, sampai
dengan berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul), dan sudah dikaruniai 2
(dua) orang anak yang bernama,;

3.1 Anak Pertama, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Bengkulu,
22-11-2019;
3.2 Anak Kedua, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Bengkulu,
07-11-2021;

Dan anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
4, Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sekira pada Tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai goyah yang disebabkan oleh:
4.1 Tergugat yang memiliki sifat egois dan keras kepala,
Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga,
Tergugat sering berkata kasar dan menyakiti fisik Penggugat, bahkan
sampai mengatakan cerai, sehingga membuat Penggugat merasa
tidak aman dan nyaman lagi menjalin rumah tangga;
4.2 Tergugat yang kurang peduli kepada Penggugat, setiap kali
Penggugat mengeluh sakit, Tergugat selalu melepaskan tanggung
jawab sebagai seorang suami dan Tergugat tidak ada inisiatif untuk
mengajak Penggugat berobat kerumah sakit;
4.3 Tergugat yang tidak menghargai keluarga dari Penggugat,
setiap Tergugat kerumah orang tua Penggugat, Tergugat selalu ribut

dengan keluarga Penggugat;

5. Bahwa sekira pada Bulan Desember Tahun 2023 terjadi puncak
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
disebabkan karena alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas,
akhirnya Tergugat pergi dari rumah milik orang tua Penggugat dan pulang
kerumah Saudara Tergugat yang berada di JI. Tanggul Perumahan Ejukha
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Residence Permai Blok D No 99, Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan
Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sedangkan Penggugat Tetap berada
di rumah milik orang tua Penggugat di Bengkulu Tengah,dan hal tersebut
telah berlangsung lebih kurang selama 6 Bulan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat
berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat
dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;

8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga
yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi,
sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi
Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Tergugat,

terhadap Penggugat Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:
Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat
datang secara in person menghadap ke persidangan;
Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha

mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula berupaya semaksimal
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mungkin memberi nasihat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun
tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
Mediasi
Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian maka sebagaimana
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan Penggugat dan Tergugat melaksanakan mediasi dengan mediator
Dimas Septian Wijaya, S.H., CPM (Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama
Arga Makmur), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Juni 2024,
mediasi perkara a quo dinyatakan berhasil sebagian yang pada pokoknya
Penggugat dan Tergugat bersepakat apabila terjadi perceraian keduan anak
Penggugat dan Tergugat akan tetap diasuh secara bersama-sama sehingga
tidak akan dipersoalkan dalam perkara ini;
Pembacaan Gugatan
Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum, Majelis Hakim memulai
pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat,
yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
Jawab Menjawab
Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban
yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat namun selain dari
itu khusunya terkait dengan dalii mengenai sebab perselisihan dan
pertengkaran, Tergugat membenarkan dengan alasan:
- Sikap kasar terhadap Penggugat dikarenakan Penggugat melakukan hal
yang sama terhadap Penggugat, kasar dan pernah melempar mangkok ke
kepala Tergugat, sedangkan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat
dengan mencekik leher Penggugat itu karena khilaf;
- Benar, hubungan Tergugat tidak baik dengan kelaurga Penggugat, hal itu
karena Tergugat bertujuan melindungi kehormatan Penggugat bahkan ibu
tii Penggugat pernah meninju Penggugat sehingga wajar jika seorang
suami membela isterinya;
Sedangkan dall mengenai Tergugat tidak perhatian dan tidak
bertanggungjawab terhadap Penggugat yang sedang sakit, Tergugat menolak
sepenuhnya karena Tergugatlah yang ikut mengantar bahkan menggendong
Penggugat pada saat pergi ke rumah sakit;
Bahwa pada prinsipnya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;
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Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat tetap
sebagaimana gugatannya sedangkan Tergugat tetap sebagaiman jawabannya;
Acara Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti-
bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor

Induk Kependudukan xxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat

tersebut telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan

aslinya (kode bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang aslinya

dikeluarkan oleh KUA Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

Provinsi Bengkulu, tanggal 11 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah di-

nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode

bukti P.2);

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Tergugat mengakui dan

membenarkannya;
B. Saksi
1. Saksi i, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,

pendidikan S1, bertempat tinggal di Bengkulu Tengah, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
* Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah ayah kandung Penggugat;
¢ Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
istri;
¢ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri
dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
¢ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Bengkulu
Tengah sampai akhirnya berpisah;
¢ Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2021 rumah
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tangga mereka mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
¢ Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat;
¢ Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan
bertengkar dikarenakan Tergugat sering berkata kasar terhadap
Penggugat dan sering bertengkar dengan keluarga Penggugat
seperti paman dan ibu sambung Penggugat;
¢ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan sudah tidak pernah menjalankan
kewajiban layaknya suami istri;
e Bahwa telah ada upaya dari keluarga dan saksi untuk
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi ii, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja,
pendidikan -, bertempat tinggal di Bengkulu Tengah, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
* Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Teman Tergugat dan Penggugat;
« Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
istri;
* Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri
dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
¢ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Bengkulu
Tengah sampai akhirnya berpisah;
¢ Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2021 rumah
tangga mereka mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
e Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat
¢ Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan

bertengkar dikarenakan Tergugat kasar terhadap Penggugat serta
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sering ribut dengan keluarga Penggugat bahkan dengan ibu
sambung Penggugat;
¢ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan sudah tidak pernah menjalankan
kewajiban layaknya suami istri;
e Bahwa telah ada upaya dari keluarga dan saksi untuk
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Acara Pembuktian Cukup

Bahwa atas keterangan para saksi a quo, Penggugat menyatakan
menerima keterangan mereka, mencukupkan bukti-buktinya;
Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya
tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim
menjatuhkan putusannya;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan oleh karena sikap
Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai maka Terugat tidak lagi keberatan
dan mohon putusan;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;
Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat telah dipanggil ke alamat tempat tinggalnya, pemanggilan tersebut telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg dan terhadap panggilan
tersebut Majelis Hakim menilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan atas
panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di depan
persidangan;

Kompetensi Pengadilan Agama
Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah

perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama
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Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, maka
perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (vide Pasal 63 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 2 dan Pasal 49
ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, relaas panggilan dan bukti P.1
berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang menerangkan
Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga
Makmur, maka secara relatif perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan
Agama Arga Makmur untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (vide
Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);
Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terikat
perkawinan sebagaimana pengakuan Penggugat di persidangan dan bukti yang
diajukan Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah, maka Penggugat sebagai
pihak yang berhak dan berkepentingan (persona standi in judicio) mempunyai
legal standing dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah;
Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 dan Pasal 82
ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 junctis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah
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berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha
tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian di atas,
Majelis Hakim telah menunjuk Dimas Septian Wijaya, S.H., CPM (Mediator Non-
Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur) sebagai mediator dalam perkara a quo,
namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Juni 2024, proses mediasi yang
ditempuh Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan perdamaian
atas sebagian objek sengketa sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk
perkara;

Menimbang, bahwa terhadap isi kesepakatan mediasi tersebut, Majelis
Hakim berpendapat oleh karena dalam kesepakatan tidak ada klausaul yang
memohon agar isi kesepakatan dipertimbangkan dan dimasukkan ke dalam
putusan maka dalam hal ini kesepakatan yang telah dibuat tersebut bagi para
pihak berlaku asas pacta sunt servanda yang berarti setiap perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Dalam Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan sebagaimana
dalil gugatan Penggugat sehingga Penggugat memohon kepada pengadilan

untuk diceraikan dari Tergugat;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan
Tergugugat Majelis Hakim menilai Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat
dengan dalil sebagaimana gugatannya sedangkan Tergugat pada prinsipnya
tidak keberatan namun terhadap dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran
rumah tangga Tergugat ada yang mengakuinya secara berkualifikasi dan
menolaknya sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;
Acara Pembuktian
Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan

Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan antara kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal, tidak berarti
dengan serta merta gugatan Penggugat dikabulkan dengan alasan telah
memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg., karena perkara ini adalah perkara
perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht),
bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), maka sesuai
pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863
K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara
perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya
kesepakatan diantara kedua belah pihak karena dikhawatirkan timbulnya
kebohongan besar (de grote leugen), sebagaimana maksud Pasal 208 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, karenanya Majelis Hakim memandang perlu
memeriksa bukti dan mendengarkan keterangan saksi, terutama saksi keluarga
atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 76 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
juncto Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang diakui dan
ada yang dibantah Tergugat, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian
dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang
bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali
dan sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg. juncto Pasal 1865 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata, kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-
dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil
bantahannya dengan pembebanan pembuktian (burden proof) secara
berimbang;

Pembuktian dari Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut
Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat
berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kutipan akta nikah, alat
bukti tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya,
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sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg., juncto pasal
3 ayat (1) huruf b, pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea
Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai
alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel dokumen Rp10.000,00
(sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus
dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh
Penggugat tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg., juncto pasal 1868 KUH
Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang
berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga
telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang
mengikat (bindende bewijskracht) dan menentukan (beslissende bewijskracht),
oleh karenanya harus dinyatakan terbukti mengenai identitas Penggugat
sebagaimana yang didalilkan dan terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat
sebagai suami istri yang telah terikat perkawinan sejak tanggal 11 Januari
2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut Majelis
Hakim sudah seharusnya patut menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah
pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (legitima persona
standi in judicio) dalam perkara a quo;
Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat

telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172,
174 dan 175 RBg., yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, bukan kelompok
yang dilarang memberikan kesaksian, disumpah terlebih dahulu lalu
memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas
serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud
Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg., yakni saksi-saksi tersebut
menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan
pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi
tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua
saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana
diuraikan di dalam dalam duduk perkara, kedua saksi saling bersesuaian
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mengenai adanya perselisinan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yang terjadi sejak tahun 2021 yang disebabkan karena sikap kasar
Tergugat terhadap Penggugat serta hubungan Tergugat yang tidak baik dengan
keluarga Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
sejak 6 (enam) bulan yang lalu serta keduanya telah diupayakan perdamaian
namun tidak berhasil;
Pembuktian dari Tergugat
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan
kepada Tergugat namun atas hal itu, Tergugat menyatakan tidak akan
mengajukan bukti apapun di persidangan;
Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun
di persidangan namun dalam hal ini kesempatan yang diberikan oleh Majelis
Hakim telah memenuhi asas audi et alteram partem di mana para pihak
berperkara diberikan hak yang sama dan berimbang;
Analisis Pembuktian
Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dari para pihak di
persidangan maka Majelis Hakim menilai Penggugat in casu telah dapat
membuktikan dalil gugatannya yakni mengenai adanya perselisihan dan
pertengkaran rumah tangga, penyebab serta akibat dari perselihan dan
pertengkaran tersebut serta telah adanya upaya perdamaian untuk merukunkan
keduanya namun tidak berhasil;
Tahap Kualifisir
Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas dapat
ditemukan fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri
yang sah sejak tanggal 11 Januari 2019;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
tidak harmonis sejak tahun 2021, sering terjadi pertengkaran dan
perselisihan yang disebabkan sikap kasar Tergugat terhadap Penggugat
serta Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan keluarga
Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
6 (enam) bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah tinggal
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bersama lagi, antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak saling
menjalankan kewajibannya masing-masing;
4, Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak
berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah
(marriage breakdown) sehingga tidak ada lagi harapan untuk
dipertahankan (onheel baar tweespalt).

Tahap Konstituir

Petitum 1: Mengabulkan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum
tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan
pertimbangkan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan
petitum lainnya;

Petitum 2: Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Tergugat)
terhadap Penggugat (Penggugat)

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) pokok gugatan Penggugat
memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba’in shughraa Tergugat
terhadap Penggugat sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka
dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Pertimbangan Perceraian secara Syar’i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara
Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil
syar’i, sebagai berikut:

1. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

Jzzs &) |}SWJ 131531 885l &0 25T 315 Ol Wil w;
Uﬁ)&"-‘-’ p_g.o.]ul.;y -_U.) U\9U| d.o.'>J_9 (‘)g_g.o foT

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi kaum yang berfikir
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Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan
ketentraman (sakinah), hubungan yang saling mencintai (mawaddah) dan
menyayangi (rahmah) antara suami istri, Majelis Hakim menilai rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi
memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan
secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga
sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Q.S. Ar-Rum
ayat 21 telah tidak terwujud;

2. Pendapat ulama dalam Kitab al-Ahwél al-Syakhshiyah, karangan
Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

ont opsasdl pls aso gabain Y Loy 2ol Lol azg i)l casol 1)
o8l o il Ol g o Lagital (58 Lod (o Lglliol
oYl pe olall j=eg balges wuisl 519 aivg lgiw §o 0l

Artinya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suami
baik berupa ucapan maupun tindakan yang menyebabkan tidak sanggup untuk
melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya, maka istri boleh
menggugat kepada hakim agar diceraikan dari suaminya, apabila gugatan
terbukti dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim

menceraikan keduanya dengan talak ba’in;

3. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada
manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada
mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fighiyah;
tdllanll Cd> (e paso awlaall <50
Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil
kebaikan.”

Pertimbangan Perceraian secara Yuridis

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian
hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (vide Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pekawinan juncto Pasal 115
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Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang
dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya quod
est Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
adalah, “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 138K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang
kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa
“Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat
(2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang
kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa
“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk
hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan
pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor
3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang kemudian
diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa “Perkara
perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat
dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan
kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT".

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering
terjadi pertengkaran dan perselisihan karena sikap kasar Tergugat terhadap
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Penggugat serta Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan keluarga
Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6
(enam) bulan yang lalu. Hal ini merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat yang dapat menciderai keutuhan rumah
tangga mereka, maka patut disimpulkan perselisihan Penggugat dengan
Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar
Peradilan Agama angka (4) sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat
Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, “Gugatan cerai dapat
dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken
marriage) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak
berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi; 3) Salah satu pihak atau masing-
masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi
pisah ranjang/tempat tinggal bersama,; 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam
persidangan (seperti adanya seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan
lain-lain)”;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan,
keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah memenuhi
indikator-indikator tersebut di atas, sehingga dengan demikian rumah tangga
Penggugat denganTergugat sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga
yang telah mengalami “broken marriage” atau sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata
antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
terus menerus, dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di
hadapan sidang, adapun Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi
mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan
pertimbangan yuridis di atas, perkara a quo telah memenuhi alasan perceraian
yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pengadilan dapat
mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
Pertimbangan Secara Sosiologis
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Menimbang, bahwa guna mempertimbangkan alasan perceraian antara
Penggugat dengan Tergugat, selain mempertimbangkan secara syar’i dan
yuridis, Majelis Hakim juga menambahkan pertimbangan secara sosiologis,
sebagaimana selengkapnya akan dikemukakan berikut ini:

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat melanjutkan dan
mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudaratan dibanding
kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada
lagi rasa saling mencintai, sehingga kalaupun Penggugat dan Tergugat tetap
dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka
menjadi rumah tangga yang hampa dan rapuh, tanpa ikatan yang kokoh
(mitsagan ghalizha), oleh karena itu, kondisi rumah tangga yang demikian tidak
dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;
Kesimpulan Akhir Majelis Hakim

Berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Majelis
Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan perkara a quo;

2. Dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga
gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan
dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk
mengutip dalil syar’i yang terdapat di dalam Kitab al-Figh al-Isl&mi wa
Adillatuhu, karangan Wahbah al-Zuhaily, Juz VII, halaman 529, yang

selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:
tas Y] Joju Y sall oY (ol 9o Blaiul) (uolall azdg, sl GMall
8392)lg 838l (8 81 10ll a2zl 10 o ol e Lz, @Mall IS 15] &Y
srall )
Artinya: Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan
pertengkaran adalah talak ba’in, karena kemudaratan tidak bisa dihindarkan
kecuali dengan menjatuhkan talak. Sebab, apabila jenis talak yang dijatuhkan

adalah talak raj’i, maka suami dimungkinkan rujuk kembali kepada istri dan hal

tersebut membuka peluang suami kembali menyakiti istrinya;
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Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum
pernah bercerai dan dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal
119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan
talak satu ba’in shughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka
bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci
{sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh)} hari dikarenakan perceraian tersebut
ba'da dukhul sebagaimana maksud pasal 151, 153 ayat (4) dan Pasal 155
Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib
menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain;
Petitum angka 3 (Biaya Perkara)

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan
sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah
1445 Hijriah, oleh Bakhtiar, S.H.l.,, M.H.l, sebagai Ketua Majelis, Ramadaniar,
S.H.l,, M.H., dan Fatkul Mujib, S.H.l.,, M.H., sebagai Hakim Anggota dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
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Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Marhendi, S.H.,M.H.
sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Bakhtiar, S.H.l., M.H.I
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ramadaniar, S.H.l., M.H. Fatkul Mujib, S.H.l., M.H.
Panitera Sidang,

Marhendi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

2. Biaya proses Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan Rp 620.000,00

4. Biaya PNBP Rp 20.000,00

5. Biaya redaksi Rp 10.000,00
1. Biaya materai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 765.000,00

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



